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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal

perlu penyelarasan tugas dan fungsi penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang kesehatan antara

pemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan di

Pusat dan Daerah;

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sudah tidak

sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan

hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang

Pedoman Analisis Jabatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian

Kesehatan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI

DAN KABUPATEN/KOTA.
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Pasal 1

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi

dan Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan bagi

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tata

kerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:

a. perumpunan fungsi urusan kesehatan sesuai tingkatan

pemerintahan daerah;

b. tugas dan fungsi dinas kesehatan daerah;

c. struktur organisasi dan nomenklatur dinas kesehatan

daerah;

d. kualifikasi jabatan; dan

e. jabatan fungsional.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2016

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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